
PERATURANBADANNASIONALSERTIFIKASIPROFESI
NOMOR:2/BNSP/VIII/2017

TENTANG

PEDOMANPENGEMBANGANDANPEMELIHARAAN
SKEMASERTIFIKASIPROFESI

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

KETUABADANNASIONALSERTIFIKASIPROFESI,

Menimbang : 1.bahwa dalam rangka mewujudkan tenaga kerja Indonesia yang
kompetitifdipasarkerjaglobaldiperlukankomitmennasionaluntuk
meningkatkanmutudandayasaingsumberdayamanusiaIndonesia;

2.bahwadalam rangkamelaksanakanketentuanPasal3,Pasal4ayat
(1)danayat(2)PeraturanPemerintahNomor23Tahun2004tentang
BadanNasionalSertifikasiProfesi,perlumenetapkanPedomanbagi
LembagaSertifikasiProfesi;

3.bahwa Peraturan BNSP Nomor:4/BNSP/VII/2014 tentang Pedoman
Persyaratan Umum Pengembangan dan Pemeliharaan Skema
SertifikasiProfesiperludiselaraskandengandinamikaperkembangan
masyarakat,lokal,nasional,dan globalguna memastikan dan
memeliharakompetensitenagakerjaIndonesia;

4.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalam butir
1,2 dan 3 perlu ditetapkan perubahan Peraturan Badan Nasional
Sertifikasi Profesi tentang Pedoman Pengembangan dan
PemeliharaanSkemaSertifikasiProfesi.

Mengingat: 1.Undang-undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
TambahanlembaranNegararepublikIndonesiaNomor4279);

2.PeraturanPemerintahNomor23Tahun2004tentangBadanNasional
SertifikasiProfesi(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004
Nomor78,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
4408);

3.KeputusanPresidenNomor40/M Tahun2016tanggal12Juli2016
tentang PerpanjanganMasaJabatanAnggotaBadanNasional
SertifikasiProfesiMasaJabatanTahun2011–2016;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SKEMA SERTIFIKASIP

ROFESI

Pertama: Peraturan Badan NasionalSertifikasiProfesiinimerupakan acuan bagi

LembagaSertifikasiProfesiyangakanmelaksanakanpengembangandan

pemeliharaanskemasertifikasiprofesi.

Kedua : Peraturan Badan NasionalSertifikasiProfesiyang mengatur tentang

PedomanPengembangandanPemeliharaanSkemaSertifikasiProfesiini

selanjutnyadiberikannomenklatur/tatanamasebagaiPedomanBNSP210

versi2017

Ketiga : Ketentuan mengenaipengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi

sebagaimanadimaksudpadaamarpertamatercantum dalam Lampiranyang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Nasional

SertifikasiProfesiini.

Keempat : MencabutPeraturanBadanNasionalSertifikasiProfesiNomor:4/BNSP/VII/

2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema

SertifikasiProfesi.

Kelima: PeraturanBadanNasionalSertifikasiProfesiinimulaiberlakusejaktanggal

ditetapkan.

Ditetapkandi DitetapkandiJakarta

Pada Padatanggal27Agustus2017

KetuaBadanNasionalSertifikasiProfesi

Ir.SumarnaF.AbdurahmanM.Sc.

4.InstruksiPresidenNomor9tahun2016tentangRevitalisasiSekolah
MenengahKejuruandalam RangkaPeningkatanKualitasdanDaya
SaingSumberDayaManusiaIndonesia;

5.PeraturanBadanNasionalSertifikasiProfesiNomor1/BNSP/III/2014
tentangPedomanPenilaianKesesuaian-PersyaratanUmum Lembaga
SertifikasiProfesi.
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Dikel

Lampiran PeraturanBadanNasionalSertifikasiProfesi
Nomor:2/BNSP/VIII/2017

PEDOMAN PENGEMBANGANDAN
PEMELIHARAANSKEMASERTIFIKASI

PROFESI

210
Jakarta,27Agustus2017

BadanNasionalSertifikasiProfesi
RepublikIndonesia
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KATAPENGANTAR

Skemasertifikasiprofesimendudukiperansentraldalam kegiatansertifikasiprofesiyang

dilaksanakanolehBNSP.Pelaksanaansertifikasikompetensikerjaharusmengacukepada

skemasertifikasiprofesiyangterukurdantertelusurkepadaStandarKompetensiKerja

NasionalIndonesia,StandarKompetensiKerjaInternasionaldanatauStandarKhususyang

telah teregristrasidiKementerian Ketenagakerjaan.Sesuaidengan kebutuhan dari

penggunanya,skemasertifikasiyangdigunakandapatdipilihskemasertifikasiprofesiKKNI,

okupasinasionalatauklaster.

Seiring dengan adanya dinamikakebijakan pemerintah yang semakin menekankan

pentingnyapengakuankompetensikerjadimasayangakandatang,makadipandangperlu

untukmengadakan perubahan untukpenyempurnaanatas PeraturanBadanNasional

Sertifikasi ProfesiNomor4/BNSP/VII/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan

PemeliharaanSkemaSertifikasiProfesiyangbertujuanuntukmelakukanpenyesuaiandan

sebagaipedomandalam pelaksanaanpengembangandanpemeliharaanskemasertifikasi

profesidimaksud.

Dengan telah dilakukan penyesuaian dan perubahan sebagaimana dimaksud,maka

Pedomanyangtelah disempurnakan daripedomanyangtelahditerbitkansebelumnya

menjadipedoman yangmenjadiacuan dalam pengembangan danpemeliharaanskema

sertifikasiselanjutnya.DenganterbitnyaPedomanBNSP210versitahun2017,Pedoman

BNSP 210 versi2014 dinyatakan tidak berlaku lagi dan kepada LSP yang akan

mengajukan lisensi,menambahruanglingkuplisensidanperpanjanganlisensi, sudah

harusmengacukepadaPedomanini.

Jakarta,27Agustus2017
Ketua,

Ir.SumarnaF.Abdurahman,M.Sc
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1.RuangLingkup

Pedoman pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasiprofesiadalah
acuanbagiLembagaSertifikasiProfesiuntukmengembangkandanmemelihara
skemasertifikasiyangmamputelusurterhadapstandarkompetensikerja.

2.AcuanNormatif

a.Undang-undangNomor13Tahun2003tentangKetenagakerjaan.
b.PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor23Tahun2004tentangBadan

NasionalSertifikasiProfesi.
c.PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor31Tahun2006tentangSistem

PelatihanKerjaNasional.
d.PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor8Tahun2012tentangKerangka

KualifikasiNasionalIndonesia.
e.PeraturanMenteriKetenagakerjaan RepublikIndonesiaNomor2Tahun2016

tentangSistem StandardisasiKompetensiKerjaNasional.
f.PeraturanMenteriKetenagakerjaanRepublikIndonesiaNomor21Tahun2014

tentangPedomanPenerapanKerangkaKualifikasiNasionalIndonesia.
g.PeraturanBadanNasionalSertifikasiProfesiNomor:1/BNSP/III/2014tentang

Pedoman Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi
Profesi.

h.PeraturanBadanNasionalSertifikasiProfesiNomor:2/BNSP/III/2014tentang
PedomanPembentukanLembagaSertifikasiProfesi.

i.PeraturanBadanNasionalSertifikasiProfesiNomor:KEP.494/BNSP/VI/2015
tentangSistem SertifikasiKompetensiProfesiNasional.

3.IstilahdanDefinisi

3.1.SertifikasiKompetensiKerja

Prosespemberiansertifikatkompetensiyangdilakukansecarasistematisdan
obyektifmelaluiujikompetensiyangmengacukepadastandarkompetensi
kerjanasionalIndonesia,standarinternasionaldan/ataustandarkhusus.

3.2.StandarKompetensiKerjaNasionalIndonesia

Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan
pelaksanaan tugas dan syaratjabatan yang ditetapkan sesuaidengan
ketentuanperaturanperundang-undanganyangberlaku.
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3.3.StandarKompetensiKerjaInternasional

Standarkompetensikerjayang dikembangkandanditetapkanolehsuatu
organisasi/lembagamultinasionaldandigunakansecarainternasional.

3.4. StandarKompetensiKerjaKhusus

Standarkompetensikerjayangdikembangkandandigunakanolehnegaralain
dan/atau organisasiuntukmemenuhitujuanorganisasinyasendiridan/atau
untukmemenuhikebutuhanorganisasilainyangmemilikiikatankerjasama
denganorganisasiyangbersangkutanatauorganisasilainyangmemerlukan.

3.5. Profesi

Bidang pekerjaan yang memilikikompetensitertentu yang diakuioleh
masyarakat.

Catatan:menggunakanbatasandalam PeraturanPresidenRINo.8Tahun

2012

3.6. ProsesSertifikasi

Kegiatan lembaga sertifikasiprofesidalam menentukan bahwa seseorang
memenuhipersyaratansertifikasi(3.8),yangmencakuppendaftaran,penilaian,
keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan
penggunaansertifikat(3.10)maupunlogoataupenanda(mark).

3.7. SkemaSertifikasi

Paketkompetensi(3.11)dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan
kategorijabatanatauketerampilantertentudariseseorang.

3.8. PersyaratanSertifikasi

Kumpulan persyaratan yang ditentukan,termasuk persyaratan skema

sertifikasiyangharusdipenuhidalam menetapkanataumemeliharasertifikasi.

3.9. PemilikSkema

Organisasiyangbertanggungjawabdalam pengembangandanpemeliharaan
skemasertifikasi(3.7).

3.10. Sertifikat
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Dokumenyangditerbitkanolehlembagasertifikasiprofesi,yangmenunjukkan
bahwaorangyangtercantum namanyatelahmemenuhipersyaratansertifikasi
(3.8).

3.11. Kompetensi

Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan,dansikapkerjayangsesuaidenganstandaryangditetapkan.

3.12. Asesmen

Prosespenilaiankepadaseseorang terhadap pemenuhanpersyaratanyang
ditetapkandalam skemasertifikasi(3.7).

3.13. UjiKompetensi

Tatacara yang merupakan bagian dariasesmen(3.12) untuk mengukur
kompetensipesertasertifikasimenggunakansatuataubeberapacaraseperti
tertulis,lisan,praktek,danpengamatan,sebagaimanaditetapkandalam skema
sertifikasi(3.7).

3.14. PemohonSertifikasi

Orangyangtelahmendaftaruntukditerimamengikutiprosessertifikasi(3.6).

3.15. PesertaSertifikasi

Pemohonsertifikasi(3.14)yangtelahmemenuhipersyaratandantelahditerima
mengikutiprosessertifikasi(3.6).

3.16. Banding

Permintaan oleh pemohon sertifikasi(3.14),pesertasertifikasi(3.15),atau
pemegangsertifikatuntukpeninjauankembaliataskeputusanyangtelahdibuat
olehlembagasertifikasiprofesiterkaitdenganstatussertifikasiyangmereka
harapkan.

3.17. PemangkuKepentingan

Individu,kelompokatauorganisasiyangdipengaruhiolehkinerjapemegang
sertifikatataulembagasertifikasiprofesi.

 Contoh:pemegangsertifikat,penggunalayanandaripemegangsertifikat,

pimpinandaripemegangsertifikat,konsumen,pemerintah.

 Pemangku kepentingan juga seringkalidisebutsebagaipara pihakyang
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berkepentinganataudisebutlebihsingkatsebagaiparapihak

3.18. PenilikanatauSurveilan

Pemantauanberkala,selamaperiodesertifikasi,terhadappemegangsertifikat
untukmemastikankepatuhannyaterhadappersyaratanyangditetapkandalam
pedoman,standaratauskemasertifikasi.

3.19. Kualifikasi

Penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam
KerangkaKualifikasiNasionalIndonesia(KKNI).

Catatan:menggunakanbatasandalam PeraturanPresidenRINo.8Tahun

2012

3.20. KerangkaKualifikasiNasionalIndonesia

Kerangka penjenjangan kualifikasikompetensiyang dapatmenyandingkan,
menyetarakan,dan mengintegrasikan antarabidang pendidikan dan bidang
pelatihankerjasertapengalamankerjadalam rangkapemberianpengakuan
kompetensikerjasesuaidenganstrukturpekerjaandiberbagaisektor.

 Catatan:menggunakanbatasandalam PeraturanPemerintahNo.31

Tahun2006danPeraturanPresidenRINo.8Tahun2012

3.21. SkemaSertifikasiKKNI

Pola sertifikasikompetensiyang digunakan sebagaiacuan pelaksanaan
sertifikasikompetensiprofesi,yangterdiridarisekumpulanunitkompetensi
yangbersumberdaristandarkompetensikerjasertapersyaratanlainyang
berkaitan dengan pengakuan kompetensipada jenis pekerjaan dan/atau
kompetensipadajenjangkualifikasiKKNI.

3.22. OkupasiatauJabatan

Sekumpulan pekerjaan yang mempunyairangkaian tugas yang sama atau
berhubungansatudenganyanglain,danyangpelaksanaannyamemerlukan
kecakapan,pengetahuan,keterampilandankemampuanyangjugasama.

Catatan: menggunakanbatasandalam KlasifikasiBakuJabatanIndonesia
(KBJI)2014.

3.23. OkupasiNasional

Sekumpulan pekerjaan yang mempunyairangkaian tugas yang sama atau
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berhubungansatudenganyanglain,danyangpelaksanaannyamemerlukan
kecakapan,pengetahuan,keterampilandankemampuanyangjugasamadan
diakuisecaranasionalpadasektortertentu.

3.24. SkemaSertifikasiOkupasiNasional

Pola sertifikasikompetensiyang digunakan sebagaiacuan pelaksanaan
sertifikasikompetensiprofesiyangterdiridarisekumpulanunitkompetensi
yang bersumberdaristandarkompetensikerja dan persyaratan lain yang
berkaitandenganpengakuankompetensipadaokupasinasional.

3.25. SkemaSertifikasiKlaster

Pola sertifikasikompetensiyang digunakan sebagaiacuan pelaksanaan
sertifikasikompetensiprofesi,yangterdiridarisekumpulanunitkompetensi
yang bersumberdaristandarkompetensikerja dan persyaratan lain yang
berkaitandenganpengakuankompetensiuntukmemenuhikebutuhantertentu
dariindustri/pengguna.Skema klaster dapat berupa okupasiatau jabatan
khususyangberlakudisuatuindustritertentudanhanyadigunakandiindustri
yangmengusulkan.

 Catatan :Kemasan klaster harus layak kerja (employable),dapat
terdiridarisatu unitkompetensiatau lebih darisatu unit
kompetensiyangsalingberkaitansatusamalain.

3.26. UnitKompetensi

Satuanterkecildalam standarkompetensikerjayang menguraikanelemen
tugas daritugasyangharusdikuasaiseseoranguntukdapatmelaksanakan
unittersebutdenganhasilyangmemuaskan.

3.27.KomiteSkemaSertifikasiBNSP

KomiteyangdibentukolehBNSPdengantujuanuntukmengembangkandan
menetapkanskemaKKNIdanokupasinasional.Komiteberanggotakanpara
pemangku kepentingan yaitu unsurBNSP,instansiteknis,asosiasiindustri,
asosiasi profesi, asosiasi kelembagaan pendidikan dan pelatihan
dan/ataukalanganakademisterkait.

3.28.InstansiTeknis
Kementerianataulembagapemerintahnonkementerianpembinasektoratau
kategori lapangan usaha yang memiliki otoritas teknis dalam
menyelenggarakanurusanpemerintahdisektorataukategorilapanganusaha
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tertentu.

 Catatan :menggunakan batasan dalam Peraturan Menteri
KetenagakerjaanRepublikIndonesiaNomor2Tahun2016

3.29.VerifikatorSkemaSertifikasi

PersonilyangditetapkandanditugaskanolehBNSPuntukmelakukanverifikasi

skemasertifikasi.PersyaratanpersoniladalahmemahamiSistem Standardisasi

KompetensiKerja NasionalIndonesia dan Sistem SertifikasiKompetensi

ProfesiNasional.

4.AcuanPenyusunanSkemaSertifikasiProfesi

4.1.PenyusunanskemasertifikasimengacukepadaStandarKompetensiKerja

Nasional

Indonesia (SKKNI),StandarKompetensiKerja Khusus dan/atau Standar

KompetensiKerjaInternasionalyangmasihberlaku.

4.2.Standar Kompetensi Kerja Khusus dan Standar Kompetensi Kerja

Internasional yang digunakan telah ditetapkan oleh instansi teknis,

industri/perusahaan atau asosiasiindustri/asosiasiprofesiserta telah

diregistrasiolehKementerianKetenagakerjaan.

4.3.Dalam halstandarkompetensikerjayangdiacuolehsuatuskemasertifikasi

dinyatakan tidak berlaku oleh yang berwenang,maka LSP terkaitwajib

melakukanpenyesuaianskemapalinglamadalam waktu1(satu)tahunsejak

ditetapkannyastandarkompetensikerja.LSPwajibmengajukanpermohonan

kembalikepadaBNSP untukperubahan skemasertifikasiyangdimaksud

sebagailingkupskemayangterkini.
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5.Paket(kemasan)Kompetensi

5.1.Kemasan kompetensi merupakan sekumpulan unit kompetensi yang

disepakatiuntuk jenjang kualifikasitertentu dan/atau kategorijabatan

tertentudan/ataukebutuhanspesifikdariindustriyangdidasarkankepada

standarkompetensikerja.Kemasan kompetensiakan digunakan sebagai

acuandalam mengembangkanskemasertifikasi.

5.2.Kemasankompetensidiklasifikasikansebagaipaket(kemasan)KKNI,paket

(kemasan)okupasinasional,ataupaket(kemasan)klaster.

5.3.KemasanKKNIdanokupasinasionalataujabatannasionalyangdigunakan

dalam

rangkapengembanganskemasertifikasiadalahberdasarkankemasanyang

tercantum

dalam SKKNIyangtelahditetapkanatauberdasarkankemasanyangtelah

ditetapkan

olehinstansiteknisatauKomiteSkemaSertifikasiBNSPdanrelevandengan

deskripsi

KKNIsetiapjenjang.

5.4.Dalam halkemasanKKNIatauokupasinasionalyangtelahditetapkanbelum

ada,makaBNSP dapatmenginisiasipenyusunandanpenetapankemasan

KKNIatau okupasinasionalmelaluimekanismeKomiteSkemaSertifikasi

BNSPyangmelibatkanseluruhpemangkukepentingan.

5.5.Kemasan klasterdikembangkan oleh Komite Skema LSP sesuaidengan

kebutuhanindustripengguna.
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5.6.JikaLSPmenggunakanacuanstandarkompetensikerjakhususyangtelah

diregistrasi,yang didalam acuan tersebuttelah ditetapkan kemasannya

(okupasiataujabatankhusus)makakemasantersebutdikategorikansebagai

kemasanklaster.Kemasaninidipakaiuntukkepentinganorganisasiitusendiri.

5.7.KomiteskemaLSP dapatmenetapkanskemasertifikasi sesuaikemasan

kompetensiokupasiataujabatankhususyangadadiindustrinya.Kemasan

kompetensimengacupadastandarkompetensikerjayangmasihberlakudan

padasejumlah unitkompetensiuntukpekerjaan atau tugas yang sesuai

dengan pekerjaannya.Kemasan tersebut dikategorikan sebagaikemasan

sertifikasiklaster.

6. PengembanganSkemaSertifikasidanPenamaannya

6.1. Skemasertifikasidikembangkanmengacukepadakemasankompetensi

besertapersyaratanspesifikterhadapkategorijabatanatauketerampilan

tertentudariseseorang.

6.2.Skemasertifikasidiklasifikasikansecarasamasebagaiskemasertifikasi

KKNI,skemasertifikasiokupasinasional,atau skemasertifikasiklaster.

6.3.PenamaanskemaKKNImengacukepadapenamaanjenjangkualifikasiKKNI

yang ditetapkan dalam StandarKompetensiKerja,dan atau penamaan

jenjangkualifikasi yangditetapkanolehinstsansiteknisdan/atauoleh

BNSPmelaluimekanismeKomiteSkemaSertifikasiBNSP.

6.4.Penamaanskemaokupasi/jabatannasionalmengacukepadapenamaandan

atausebutanyangtercantum dalam SKKNI,ataupenamaanjabatannasional

yangditetapkanolehinstansiteknisdan/atauolehBNSPmelaluimekanisme

KomiteSkemaSertifikasiBNSP.

6.5.Penamaanskemasertifikasiklastertidakbolehsamadengannamaskema
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sertifikasiKKNIatauskemasertifikasiokupasinasional.Penamaan pada

skemaklaster harusmencerminkanpenamaantugasyangsesuaidengan

sejumlah unitkompetensiyangdiujikan,atauberupaokupasikhususdari

suatuindustritertentudanhanyadigunakandiindustriyangmengusulkan.

7. PersyaratanUmum

7.1.LSPharusmemastikantersedianyaskemasertifikasiuntuksetiapkategori

sertifikasikompetensiprofesi.Skemasertifikasiyangmenjadiruanglingkup

LSPharussesuaidengankategoriLSP.

7.2.LSPPihakKesatudanLSPPihakKeduayangmenjadibagiandarilembaga

pendidikan dan pelatihan seharusnya menggunakan skema KKNIatau

okupasi nasional untuk memastikan capaian pembelajaran program

pendidikandanpelatihannya.PencapaiankompetensipadaskemaKKNIatau

okupasidapatdilakukanmelaluiasesmensecaraformatif(bertahap)dan

setiaptahapnyadiberikanpasportrampil(skillpassport).Pemberiansertifikat

kompetensiberlambangGarudaPancasilahanyadapatdiberikankepada

peserta sertifikasi yang telah berhasilmenyelesaikan seluruh paket

kompetensidalam skemasertifikasiKKNIdanokupasinasional.

7.3.Dalam halinstansiteknistelahmemberlakukanpenerapanSKKNIdan/atau

skemasertifikasisecarawajib,makaBNSPhanyaakanmemberikanlingkup

lisensikepada LSP yang telah mendapatkan rekomendasiskema yang

dimaksuddariinstansiteknistersebut.

7.4.LSP harus memelihara dokumen skema sertifikasidan rekamanyang

menunjukkanbahwatelahdilakukanproses pengembangandankajiulang

skemasertifikasitersebut.
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7.5.LSP harus menjamin bahwa skema sertifikasidikajiulang dan divalidasi

secaraberkelanjutandansistematis.

7.6.LSP harus memastikan bahwa seluruh persyaratan proses sertifikasi

dipenuhididalam dokumenskemasertifikasi.

7.7.LSP harus menyusun skema sertifikasiyang mampu telusurterhadap

standarkompetensikerja.

7.8.LSP harus mengembangkan skema sertifikasi berdasarkan standar

kompetensikerjadengan mengacupadakemasanKKNI,okupasinasional,

dan/atauklasteryangdibangunberdasarkankebutuhanindustri.

7.9.LSP dalam mengembangkan skema sertifikasi KKNI dan okupasi

nasionalharusberdasarkankemasanKKNIdan/atau okupasinasionalyang

terdapat didalam Standar KompetensiKerja NasionalIndonesia atau

kemasanyangtelahditetapkanolehinstansi teknis,ataumenggunakan

skemasertifikasiyangtelahditetapkanmelaluimekanismeKomiteSkema

SertifikasiBNSP.

7.10.LSP dalam mengembangkanskemasertifikasiklasterharusberdasarkan

padaanalisiskebutuhanindustri/organisasiterkait.

7.11.LSP dalam mengembangkanskemasertifikasiharusmembentukkomite

skema.Komite skema dapatbersifattetap ataupun bersifatsementara,

sesuaidengankebutuhanLSPdalam pengembanganskemasertifikasi.

8. PersonilYangTerlibatDalam PengembanganSkema

8.1.LSP harus membentuk komite skema yang terdiridari para pakar
dibidangnyadanpemangkukepentinganyangsalingtidakmendominasi.

8.2.Apabiladiperlukan,komiteskemadapatmenunjuktim perumusyangterdiri
dari

parapakardibidangnya.

8.3.Tugasdantanggungjawabkomiteskemadiantaranya:

a.Memastikan dukungan dan partisipasipara pemangku kepentingan

terkait.

b.Mengembangkan skema sertifikasiKKNI,okupasinasionalmaupun

klastertertentusesuaipermintaan.
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c.Memastikanketelusuranskematerhadapstandarkompetensikerja.

d.MenetapkanlingkupskemasertifikasisesuaiKKNI,okupasinasionalatau

klastertertentu.

e.Menetapkanpersyaratandasarsertifikasisesuaidengankategoridan

jenisskemasertifikasi.

f. Memastikanprosespengembanganskematelahmengikutipedoman

BNSP.

g.Memeliharadanmemastikanskemasesuaiperkembanganterkini.

h.Mengidentifikasidan menetapkan keputusan atas masalah-masalah

tuntutanyangmungkinterjadi.

8.4.Tugasdantanggungjawabtim perumusdiantaranyaadalah:

a.Mengidentifikasikategoridanjeniskualifikasi/okupasinasional/klaster

yangdibutuhkanduniakerja.

b.Mengidentifikasijenis standarkompetesikerja yang relevan dengan

kebutuhanduniakerja.

c.Mengidentifikasijenis jabatan yang akan dituangkan dalam skema

sertifikasi

d.merumuskanpersyaratankompetensisesuaidenganjenisskemayang

akandisusun.

e.menuangkandanmenyusunkonsepskemasertifikasikedalam format

skemasertifikasi.

8.5.Dalam halkomite skema tidak membentuk tim perumus maka tugas
perumusandilakukanolehkomiteskema.

8.6.Komiteskematerdiridari:

a. Ketuamerangkapanggota.

b. Sekretarismerangkapanggota.

c. Anggotayangjumlahnyasesuaidengankebutuhan.
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9.PengembanganSkemaSertifikasi

9.1. Umum

9.1.1Pengembanganskemasertifikasimerupakansuatuprosesyangterdiri
dari

proses perumusan,validasidan penetapan,verifikasi,dan kajiulang
skema

sertifikasi.

9.1.2.Inisiasiusulanpengembanganskemasertifikasidapatberasaldari:

 Instansiteknis;

 Perusahaan/industri/organisasitertentu;

 LembagaPendidikandanPelatihan;

 Masyarakatindustrikarenaadanyapersyaratandaripihakpembeli;

 Asosiasiindustri

 Asosiasiprofesi.

9.1.3.LSP adalah pemilik skema sertifikasiyang dikembangkannya.LSP

mengembangkanskemasertifikasi berdasarkanpadakemasanKKNI

atauokupasinasionalyangbersumberdarikemasanyangditetapkan

oleh instansiteknis,atau berdasarkan pada kemasan klasteryang

disesuaikandengankebutuhanindustripengguna. Skemasertifikasi

yangdikembangkanolehLSP tersebut padadasarnyaadalahdalam

rangka memberikan pelayanan sertifikasikepada para pemangku

kepentingannya.

9.1.4.BNSP adalah pemilik skema sertifikasiyang dikembangkan melalui

mekanismeKomiteSkemaSertifikasiBNSP.Skemainidapatdigunakan

olehLSPsecaralangsungsetelahmendapatpersetujuanBNSPmelalui

pemberianlingkuplisensidariBNSPkepadaLSP.

9.2.PerumusanSkemaSertifikasi

9.2.1.Seluruhpersyaratan untuksetiapkategorisertifikasikompetensiprofesi
dituangkandalam dokumenskemasertifikasi.

9.2.2.Setiap dokumen skema sertifikasimemuatsatu skema sertifikasi.
Khususuntuksatukelompokskemasertifikasiberjenjangdapatdibuat
dalam satudokumenskemasertifikasi.

9.2.3.Dokumenskemasertifikasiharusmemuathal-halsebagaiberikut:

i.LatarBelakang
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ii.RuangLingkupSkemaSertifikasi

iii.TujuanPenyusunanSkemaSertifikasi

iv.AcuanNormatif

v.Paket/KemasanKompetensi

a. JenisKemasan:KKNI/OkupasiNasional/Klaster

b.NamaSkemasertifikasi

c.RincianUnitKompetensi

d.PencapaianKompetensi(bagipenerapanskemaKKNIdanatau
okupasinasionaldiLSPPihakKesatuPendidikandanPelatihan
atauLSPPihakKeduadibidangpendidikandanpelatihan)

vi.PersyaratanDasarPemohonSertifikasi

vii.HakPemohonSertifikasidanKewajibanPemegangSertifikat

a. HakPemohondanPesertaSertifikasi

b. KewajibanPemegangSertifikat

viii.BiayaSertifikasi

ix.ProsesSertifikasi

a.ProsesPendaftaran

b.ProsesAsesmen

c.ProsesUjiKompetensi

d.KeputusanSertifikasi

e.PembekuandanPencabutanSertifikat

f.Pemeliharaansertifikasi,jikaada

g.ProsesSertifikasiUlang

h.PenggunaanSertifikat

i. Banding

x.KodeEtikProfesi,jikaada.

9.2.4.FormatAadalahpenjelasanstrukturdokumenskemasertifikasi.

9.2.5.LSPharusmenyimpanrekamanperumusanskemasertifikasi.

9.3.ValidasidanPenetapan SkemaSertifikasi
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9.3.1.KomiteSkemaSertifikasiharusmelakukanvalidasi skemasertifikasi
yangtelahdirumuskan.

9.3.2.FormatBdigunakanuntukmelakukanvalidasiskemasertifikasi.

9.3.3.KetuaKomiteSkema harusmenetapkanskemasertifikasiyangtelah
divalidasi.

9.3.4.KetuaLSPharusmengesahkanskemasertifikasisebelum digunakan.

9.4.VerifikasiSkemaSertifikasi

9.4.1.SemuaSkemasertifikasiyangtelahdikembangkandanditetapkanoleh
LSPharusdiverifikasiolehBNSP.

9.4.2.BNSPakanmelakukanverifikasiskemasertifikasisebagaidasaruntuk
pengajuan lisensiatau penambahan dan pengurangan ruang lingkup
atauperpanjanganlisensi.

9.4.3.VerifikasiskemasertifikasidilakukanolehVerifikatorSkemaSertifikasi
BNSP

9.4.4.VerifikasiyangdilakukanolehBNSPmencakupaspek:

i.KesesuaiandenganlingkupsektoratauprofesidariLSP;

ii.Kejelasankategorisertifikasiprofesiyangmenjadisasaran;

iii.PilihanskemaKKNI,okupasinasional,dan/atauklaster;

iv.Standar kompetensi yang diacu: SKKNI, standar kompetensi
internasional,standarkompetensikhusus;

v.Strategiasesmendanpemilihanmetodeujikompetensi;

vi.Penetapanketentuandalam prosessertifikasi,

vii.Kesesuaian penyusunan skema sertifikasi dengan ketentuan
pedomanini.

9.4.5.BNSP menerbitkan lembarverifikasiskema sertifikasiyang menjadi
bagiantidakterpisahkandaridokumenskemasertifikasidimaksud.

9.4.6.LSPharusmenggunakanskemasertifikasiyangtelahditetapkandalam
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ruanglingkuplisensi,sebagaiacuandalam prosessertifikasiatasnama
BNSP.

10.KajiUlangSkemaSertifikasi.

10.1. LSP secara periodik harus melakukan kaji ulang dalam rangka
pemeliharaan relevansiskema sertifikasidengan kebutuhan lapangan
usaha/industri/sektor.

10.2. Kajiulang skema sertifikasidilakukan oleh komite skema dengan
mempertimbangkanusulandaripemangkukepentingan.

10.3. Kajiulang yang dilakukan komite skema meliputiseluruh unsuryang
ditetapkandalam dokumenskemasertifikasi.

10.4. Hasilkajiulangskemasertifikasidapatberuparekomendasi:

a. Perubahanpersyaratansertifikasi;

b. Pencabutan skema sertifikasi, apabila
tidakrelevanlagi;

c. pernyataan valid dan relevan terhadap
skemasertifikasiyangdikajiulang.

11.InformasiPublik

Ruang lingkup skema sertifikasi,persyaratan dan gambaran umum proses

sertifikasitanpadimintatersediauntukpublik.

FormatA.PenjelasanStrukturDokumenSkemaSertifikasi

Strukturskemasertifikasiharusdisusundanmemuathal-halsebagaiberikut:

 Halamandepanberisikan:

d.IdentitasLSP

e.NamaSkemaSertifikasi

f. RingkasanSingkatpengembanganskema

g.PengesahandokumenskemaolehKetuaKomiteSkemadanKetuaLSP
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h.IdentitasdanStatusdokumen

1.LatarBelakang

LatarBelakangmenjelaskanpentingnyasertifikasikompetensiprofesiuntukskema

sertifikasi yang ditetapkan. Pengembangan skema sertifikasi dilaksanakan

berdasarkankebutuhandarisalahsatuataubersama-sama:

 Regulasidisektorterkait;

 Duniausahamelaluiasosiasiindustriterkaitdan/atauKADIN;

 DuniaProfesimelaluiasosiasiprofesiterkait;

 Pasarterkaitdarihasilsurvei;

 OtoritasKompetenterkaitsesuaiperkembanganindustriterkini.

2.RuangLingkup

RuanglingkupSkemasertifikasimenjelaskancakupanindustriatauduniausaha

ataupenggunaskemasertifikasidimanaskematersebutdigunakan.

3.TujuanPenyusunanSkemaSertifikasi

SkemaSertifikasiharusdisusundengantujuan:
Sebagaiacuanuntukmemastikanbahwaprosessertifikasidilakukandengan

menggunakanstandardanaturankhusussertaproseduryangsama.
Memastikandanmemeliharakompetensipelakuterkait,sesuaidengantuntutan

industri,tuntutanprofesisertatuntutanpasar/konsumen.

4.AcuanNormatif

Rujukanyangdigunakansebagaidasaruntukmengembangkanskemasertifikasi,

termasuk

standarkompetensikerjayangdigunakan.

5.Paket/KemasanKompetensi

a. Jeniskemasan:KKNI/OkupasiNasional/Klaster

Jenis kemasan kompetensiyang dipilih untuk mengembangkan skema

sertifikasi.

b. Namaskemasertifikasi

Namaskemadilengkapidengandeskripsisesuaidenganjenjangkualifikasi,

sikapkerja,perankerja,dankemungkinanjabatan.

c. RincianUnitKompetensi
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Unitkompetensiyangtelahdikemassebagaipaket(kemasan)kompetensi.Di

dalam mengidentifikasiunitkompetensididalamnya agarmemperhatikan

persyaratankompetensiyangharusdipenuhisebelumnya.

d.Pencapaian Kompetensi(bagipenerapan skema KKNILSP Pihak Kesatu

Pendidikan dan Pelatihan dan LSP Pihak kedua bidang pendidikan dan

pelatihan).

Padabutirinidisampaikantahapandalam mencapaikompetensisesuaidengan

kemasanKKNIyangdipilihnyadanwaktuyangdibutuhkanuntukpencapaian

kompetensiyangdimaksud.

6.PersyaratanDasarPemohonSertifikasi

 PersyaratanDasaratauPreRequisiteyangmencakuppersyaratanpendidikan

formal,pelatihandanpersyaratansesuairegulasipemerintahatauregulasilain

terkait,persyaratanpendaftaran(termsandconditions).

 PersyaratanKompetensiyangmencakupunit-unitstandarkompetensiyang

harusdisertifikasisebelumnya.

 Persyaratan Profesiyang mencakup pengalaman kerja,persyaratan fisik

khusus.

7. HakPemohondanPesertaSertifikasisertaKewajibanPemegangSertifikat

Hak pemohon dan peserta sertifikasiserta kewajiban pemegang sertifikat

didentifikasisebagaibentukpelayanansertifikasikompetensiprofesi

8. BiayaSertifikasi

BiayasertifikasiditetapkanyangwajardiaturtersendiriolehLSPdalam dokumen

terpisahyangstrukturbiayanyadiaturdidalam pedomanBNSP.Strukturbiaya

sertifikasisebaiknyaterdiridaribebanbiayalangsungdantidaklangsung.

9. ProsesSertifikasi

a.ProsesPendaftaran

Skema sertifikasiharus memuatmekanisme dan tata cara mengajukan

permohonan sertifikasi,persyaratan pendaftaran,dan hak dan kewajiban

pemohon.

b.ProsesAsesmen

Skema sertifikasiharus memuatmekanisme dan tata cara pelaksanaan

asesmensertifikasi,meliputi:

 Perencanaanasesmenmeliputi:

Menetapkanbukti-buktiyangdiperlukan;menetapkanmetodeasesmen

yang sesuai; mengembangkan perangkat asesmen yang sesuai;
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menetapkanasesor/tim asesoryangakanditugaskan.

 Pelaksanaanasesmenmeliputi:

Menguraikanlingkupdantatacaradanstrategiasesmen;pengumpulan

bukti-bukti;pengambilankeputusanasesmen;pencatatanhasilasesmen;

memberikan umpan balik kepadapeserta serta laporan pelaksanaan

asesmen.

 Kajiulangasesmenmeliputi:

Mengkajiulangprosesasesmen;memastikankonsistensipengambilan
keputusanselamaprosesasesmen;membuatlaporantemuan-temuan
selamaprosesasesmen.

c. ProsesUjiKompetensi

Skema sertifikasi menetapkan metode uji kompetensi untuk menilai

kompetensi

secaratertulis,lisan,praktek,pengamatanataucaralainyangandaldan

objektif.Rancangan persyaratan ujikompetensimenjamin setiap hasiluji

dapat

dibandingkansatusamalain,baikdalam halmuatandantingkatkesulitan,

termasuk

keputusanyangsahuntukkelulusanatauketidaklulusan.

d. KeputusanSertifikasi

 Skemasertifikasiharusmemuatmekanismedantatacaramembuat

keputusan

sertifikasiuntukseorangcalon,termasukpersonilyangdiperbolehkan

berperandalam membuatkeputusansertifikasi.

 Skema sertifikasiharus memuathal-halyang berkaitan pemberian

sertifikat

kepada personilyang disertikasi,bila personiltersebutdiputuskan

kompeten.

 Skema sertifikasiharus menetapkan pemberian sertifikat,termasuk

bentuksurat,

kartuataumedialainnya,danpenandatanganatauyangmengesahkan

sertifikattersebut.

e. PembekuandanPencabutanSertifikat
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Skema sertifikasi harus menjelaskan persyaratan tentang prosedur

pembatalan sertifikatbilapencabutan dilakukan dalam masaberlakunya

sertifikat.

f. SurveilanPemegangSertifikat

 Skema sertifikasiharus menguraikan tata cara surveilan terhadap

pemegangsertifikatselamamasaberlakusertifikatuntukmemastikan

bahwapemegangsertifikatmenunjukkankonsistensinyasesuaidengan

skemasertifikasi.

 Skemasertifikasiharusmenjelaskanpersyaratanlembagayangdapat

melaksanakansurveilan,bilamanasurveilendilakukanolehlembagalain

yangditunjuk(bukanpenerbitsertifikat)

 Skemasertifikasiharusmenetapkanmetodedantatacarasurveilandan

harusdilakukansesuaidengantujuannya.

g. SertifikasiUlang

 Skema sertifikasi harus menguraikan tata cara dan mekanisme

sertifikasiulang

untukmemastikankesesuaiandenganstandarterkini.

 Masa berlakunya sertifikatharus ditetapkan secara rasionaldengan

didasarkanpadadanmempertimbangkan:

o Perkembanganduniaindustridanketerkaitannyadenganskema

o Hasilpenelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi

o Permintaanpemangkukepentingan

o Pendapatahli

o Perubahankebijakan

 Skemasertifikasiharusmenetapkanmetodesertifikasiulangdansesuai

dengan

seluruhketentuanyangberlakudanharusdilakukanhanyadalam rangka

sertifikasiulangsaja.

 SertifikasiulangtidakdilakukanbagiLSPPihakKesatuPendidikandan

PelatihandanLSPPihakkeduabidangpendidikandanpelatihan.

h. PenggunaanSertifikatdanLogo/Tanda

 Skema sertifikasiharus menguraikan tatacara aturan penggunaan

sertifikatdanharusmengaturhakpenggunaandanpenyajianyangtepat.

 Skema sertifikasiharus memuaturaian yang mensyaratkan bahwa

personilyangdisertifikasimenandatanganiuntuk:

o Memenuhiketentuanskemasertifikasiyangrelevan
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o Membuatpernyataanterkaitsertifikasihanyaberkenaandengan

ruang

lingkupsertifikasiyangdiberikan

o Tidakmenggunakan sertifikasisedemikian rupasehinggadapat

merugikan

LSP dan tidak memberikan pernyataan yang berkaitan dengan

sertifikasiyangmenurutLSP dianggapdapatmenyesatkanatau

tidaksah.

o Menghentikanpenggunaansemuapernyataanyangberhubungan

dengansertifikasiyangmemuatacuanLSPsetelahdibekukanatau

dicabutsertifikasinyasertamengembalikansertifikatkepadaLSP

yangmenerbitkannya,dan

o Tidakmenyalahgunakansertifikat.

 Skemasertifikasiharusmemuatacuansertifikasiyangtidaksesuaiatau

penyalahgunaansertifikatdantanda/logodalam publikasi,katalogdll,

harusditanganiolehLSPdengantindakanperbaikansepertipembekuan

ataupencabutansertifikat,pengumumanpelanggarandan,jikaperlu

tindakanhukum lainnya.

i. Banding

Skema sertifikasiharus memuattata cara dalam proses penanganan

banding.

j. KodeEtikProfesi,bilaada.

FormatB.InstrumenValidasiSkemaSertifikasi
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I.DATAPERMOHONAN

II.PELAKSANAANEVALUASI

a. TanggalpelaksanaanValidasi

b. Tim validasi:

KetuaTim

Anggota

Tenagaahli

c. Temuanketidaksesuaian

d. TanggalpenyelesaianTindakan

perbaikan

e. Tanggalverifikasiolehtim validasi

III. LINGKUPSKEMASERTIFIKASIYANGDIAJUKANDANDIREKOMENDASIKAN

IV.RESUMEHASILVALIDASI

a. NamaOrganisasipengusul

b. Tanggalpermohonan

c. Jenisskemasertifikasi

d. Tanggalpenyelesasian
validasi

e. Ruanglingkupskema
sertifikasidiajukan
(KKNI/Okupasi
Nasional/Klaster)

No. Rincianpaket(kemasan)

kompetensiyangdiajukan

Rincianpaket(kemasan)kompetensiyang

direkomendasi
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V. PERTIMBANGANKOMITESKEMA

Kesesuaian

Memenuhi Tidakmemenuhi

Rekomendasi:

Jakarta,……………………..20…

KetuaKomiteSkemaSertifikasi

BadanNasionalSertifikasiProfesi

Halaman28

No. Persyaratan Uraian

ketidaksesuaia

n

Uraiantindakan

perbaikanoleh

perumus

Status

1. Prosedurvalidasiskemasertifikasi.

2. ValidasiKriteriakompetensipeserta

ujikompetesi.

3. Verifikasisemuapersyaratanskema

sertifikasisecaraobjektifdan

sistematisdenganbukti

terdokumentasisehinggamemadai

untukmenegaskankompetensicalon

4. Lainnya:


